A.

B.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1.

2.

Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan
tugasnya dituntut untuk menyelesaikan kasus tindak pidana
berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal (3) huruf (g) yang
berbunyi: “efektif dan efisien yaitu penyidikan dilakukan secara cepat,
tepat, murah dan tuntas”, belum dapat terwujud dikarenakan adanya
aturan yang tidak menentukan batas berapa kali penyerahan atau
penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik
polri kepada penuntut umum atau sebaliknya sehingga menyebabakan
ketidak efisensinya manajemen penyidikan.

kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkeilmuan, kurangnya
media sarana peralatan, sarana tempat pengaduan atau polsek yang
belum memadai serta dukungan biaya yang minim sehingga
mempengaruhi  profesionalisme penyidik polri pada proses

penyidikan.

Saran

1. Untuk Pemerintah Khususnya Kepolisian Daerah Gorontalo dalam

melakukan penegakan hukum sebaiknya terus melakukan peningkatan

sumberdaya manusia (Penyidik) mengingat penyidikan adalah fondasi
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atau awal dalam menangani sebuah perkara serta memenuhi sarana
prasarana pada tahapan penyidikan;

. Untuk Penyidik Polri, sesuai dengan tujuan hukum pidana yakni untuk
melindungi kepentingan masyarakat sebaiknya meberikan pelayanan
yang maksimal di dalam proses penyidikan, agar dapat memberikan

contoh penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat;
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